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5.1 Kesimpulan

Secara definisi sebenarnya gratifikasi bukan merupakan hal yang
jahat. Bahkan tidak banyak negara yang mengatur perbuatan gratifikasi.
Namun, gratifikasi tetap perlu diatur, karena pemberian gratifikasi dapat
berpotensi memberikan rasa sungkan kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang dapat berpotensi pegawai negeri atau
penyelenggara negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

kewajibannya karena rasa sungkan kepada pemberi gratifikasi.

Suap seharusnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
pemberian terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya.
Berbeda dengan suap, Gratifikasi seharusnya mengatur terkait dengan
pemberian secara tanpa pamrih yang tidak bermaksud adanya timbal balik

kepada pemberi gratifikasi.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka penulis

menyimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Kesimpulan terhadap tumpang tindih suap dan gratifikasi

Telah terjadi tumpang tindih antara pengaturan Suap dan Pengaturan
Gratifikasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi. adanya tumpang tindih
tersebut menghasilkan kekacauan pengaturan dalam merumuskan suap dan

gratifikasi.

o Pasal 11 yang mensyaratkan penerimaan berhubungan dengan
jabatan merupakan Pasal yang mengatur perbuatan Gratifikasi
sedangkan Pasal 12 B yang mensyaratkan penerimaan berhubungan
dengan jabatan dan bertentangan dengan kewenangan atau
kewajibannya merupakan Pasal yang mengatur perbuatan Suap.

o Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B

mengatur hal yang serupa yaitu pegawai negeri atau penyelenggara
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negara yang menerima sesuatu dari seseorang, dimana pemberian
tersebut berkaitan dengan jabatan untuk melakukan perbuatan yang
berlawanan dengan kewenangan dari pegawai negeri atau
penyelenggara negara.

o Kesamaan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya penjelasan
dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang dapat membedakan makna
dari frasa “pemberian, hadiah, dan gratifikasi”. sehingga unsur-
unsur pada pasal-pasal tersebut cenderung mengatur perbuatan yang
sama.

o Pengaturan suap dan gratifikasi tidak memberikan pembeda yang
jelas, sehingga menimbulkan kerancuan pasal. Sulit untuk dapat
membedakan pasal perbuatan suap dan perbuatan gratifikasi.

o Ancaman pidana pada pengaturan suap dan gratifikasi yang tidak
sesuai, Pasal 5 (Suap) dan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf'b (Suap),
dan Pasal 12 B (gratifikasi) memiliki unsur-unsur yang serupa,

namun memberikan ancaman pidana yang sangat berbeda.

5.1.2. Kesimpulan terhadap bagaimana seharusnya Pengaturan Suap dan

Gratifikasi diatur

Adanya tumpang tindih antara pengaturan suap dan gratifikasi
dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Dampak dari tumpang tindih tersebut
akan menghasilkan inkonsistensi penerapan pengaturan suap dan gratifikasi
dalam kasus konkrit. Perbedaan ancaman pidana dari pasal-pasal yang
memiliki unsur yang serupa menghasilkan ketidak pastian hukum, karena
hakim dapat menggunakan pasal yang berbeda dengan ancaman pidana
yang berbeda pada perbuatan yang serupa. Maka dari itu perlu untuk
mengkaji ulang pengaturan suap dan gratifikasi dalam UU Tindak Pidana

Korupsi.

Seharusnya pengaturan suap dan gratifikasi diatur sedemikian rupa

untuk memberikan rumusan yang jelas dan hukuman yang sesuai dengan
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perbuatannya. Pengaturan suap dan gratifikasi perlu membuat perbedaan

antara:

a. Penerimaan (Suap) untuk mempengaruhi/menggerakan pegawai
negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
(sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 12 huruf a, Pasal 12
huruf'b, dan Pasal 12 B)

b. Penerimaan (Gratifikasi) yang berkaitan dengan jabatannya,
namun perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau
penyelenggara negara tidak bertentangan dengan kewajiban.

(sebagaimana diatur dalam Pasal 11)

Penerimaan yang dilakukan untuk mempengaruhi/menggerakan
untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya harus
memberikan ancaman pidana yang lebih berat, dibandingkan dengan
penerimaan yang hanya berkaitan dengan jabatan tanpa melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Pengulangan
Pengaturan berkaitan dengan Suap juga terjadi pada Pasal 6 dengan Pasal
12 huruf ¢ dan Pasal 12 huruf d, dimana pasal-pasal tersebut sama-sama

mengatur suap yang subjeknya adalah advokat dan juga hakim.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis

memberikan saran:

e Terjadinya tumpang tindih dalam beberapa pasal suap dan gratifikasi seperti
Pasal seperti Pasal 5, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 B
perlu untuk dibenahi, penulis berpendapat kepada Pembuat Undang-
Undang untuk melebur pasal-pasal tersebut dan membuatnya dalam satu
kesatuan yang mengatur perbuatan suap.

e Perlunya Pembuat Undang-Undang untuk melakukan pengaturan kembali
berkaitan dengan ancaman pidana pada Pasal-Pasal yang mengatur
perbuatan Suap dan Gratifikasi agar dapat memberikan hukuman yang tepat
untuk perbuatan yang tepat. Misalnya:

o Pasal 5 dengan ancaman pidana 1 (satu) sampai dengan 5 tahun dan
Pasal 12 B andaman pidana 4 (empat) sampai dengan 20 (dua puluh)
tahun atau hukuman seumur hidup, perbuatan yang serupa namun
hukuman yang sangat berbeda.

o Pasal 6 yang mengatur suap berkualifikasi (subjeknya khusus yaitu
Hakim dan Advokat) memiliki ancaman yang lebih ringan
dibandingkan dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, atau Pasal
12B yang mengatur perbuatan suap. Diharapkan kepada pembuat
undang-undang untuk mengatur ulang Pasal ini, sehingga cukup
masing-masing satu pasal yang mengatur mengenai suap kepada
hakim dan suap kepada advokat.

¢ Disarankan juga untuk pembuat Undang-Undang untuk mengatur Pasal 11
sebagai perbuatan gratifikasi, sehingga penerapan Pasal 12 C dapat
diberlakukan untuk Pasal 11 dan bukan Pasal 12 B.
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